GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara, perlu membentuk
Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakayat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);




3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5).
MEMUTUSKAN ;
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan

Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.
Gubernur adalah Kepala Daerah Kalimantan Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang  berkedudukan  sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu

Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi

Kalimantan Utara.

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara.

9. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.



10.

11.

Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara nyata
tercantum dalam  susunan  organisasi yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam
pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian
dan/atau keterampilan.

Tenaga Ahli DPRD adalah seseorang yang dibutuhkan
untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi
dan/atau kelompok ahli/pakar DPRD berdasarkan
kriteria tertentu melalui hasil uji kepatutan dan
kelayakan sesuai kebutuhan dan spesifikasi keahlian

dan kepakarannya.,

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

(1)

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 2

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan
administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas
dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris
DPRD, yang dalam melaksanakan tugasnya secara
teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan
DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :

a. Sekretaris DPRD;
b. Bagian Umum, membawahkan :
1. Subbagian Tata Usaha dan Kehumasan; dan
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bagian Hukum dan Persidangan, membawahkan :
1. Subbagian Persidangan dan Risalah; dan
2. Subbagian Perundang-Undangan dan Alat
Kelengkapan Dewan.
d. Bagian Penganggaran dan Pengawasan,
membawahkan :
1. Subbagian Penganggaran; dan
2. Subbagian Pengawasan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana

(1)

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

BAB IlI
KEPEGAWAIAN

Pasal 6
Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan
Keputusan Gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD
setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi dari
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat

sesuai peraturan perundang-undangan.



(2) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Aparatur
Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris
DPRD melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan
perundang-undangan.

(3) Pejabat Fungsional pada Sekretariat DPRD diangkat dan
diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
JABATAN PADA SEKRETARIAT DPRD

Pasal 7
(1) Sekretaris DPRD merupakan jabatan eselon Ila atau
jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Kepala Bagian merupakan jabatan eselon Illa atau
jabatan administrator.
(3) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon [Va atau

jabatan pengawas.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat

DPRD berkoordinasi dengan :

a. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara;

b. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
lembaga/organisasi yang terkait dengan Sekretariat
DPRD baik nasional maupun internasional, dan

d. unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di dalam

dan di luar Sekretariat DPRD.



Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD

harus menyusun :

a. peta bisnis proses yang mengambarkan tata hubungan
kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Sekretariat
DPRD; dan

b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan
uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan
Sekretariat DPRD.

Pasal 10
Setiap unit kerja membantu Sekretaris DPRD dalam

melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional

dalam melaksanakan tugasnya wajib :

a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi,
dan kerja sama yang baik di lingkungan internal dan
eksternal Sekretariat DPRD;

b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan

c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya

kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 12
Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD
bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk

pelaksanaan tugas bawahan.



Pasal 13
Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya
dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan
menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya :

a. wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan pimpinan
perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja dengan Sekretariat DPRD; dan

b. Wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai
bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk

memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16
Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya
Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.



(1)

(2)

(3)

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara dapat disesuaikan kembali, apabila
terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan,
kemampuan, kebutuhan dan beban kerja serta analisis
jabatan.

Apabila terjadi perubahan Nomenklatur terhadap
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
yang diakibatkan dari perubahan Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah yang berhubungan Penataan
Organisasi dapat ditinjau kembali dan disesuaikan
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Penjabaran tugas dan fungsi jabatan struktural diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

(4) Uraian tugas Jabatan Struktural diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Gubernur.

(5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan

Gubernur ini sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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Pasal 19
Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat

dilakukan pelantikan pejabat struktural.

Pasal 20
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 19

ASSTEN PEWER LTAAN
Drs. DARRDIN T2 M %:‘rw vESta __ﬁz,

P, Fepwa LB £
PUE HOART, 577 M5 wokttd Do OMAUATT Qd’

telALA  BAGAN
Mradas AAARLCY ctutt pan mate &
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD (TIPE C)

SEKRETARIS
DPRD
I |
BAGIAN BAGIAN
_“W&?Mu_ﬁwﬂz HUKUM DAN PENGANGGARAN DAN
PERSIDANGAN PENGAWASAN
A— S A |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
- - —] SUBBAGIAN
TATA USAHA DAN PERSIDANGAN DAN
R,M%km,w___ﬂﬂﬂﬂ KEHUMASAN RISALAH PENGANGGARAN
SUBBAGIAN
8 I Sy |_| PERUNDANG UNDANGAN g SUBBAGIAN
KEUANGAN DAN >r>q_,umw<ww42ﬁﬁ>1>2 PENGAWASAN
Diundangkan di Tanjung Selor GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
pada tanggal 23 November 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd

BADRUN

EVELNTATAM
DS JATNO0N ¥, S hane g % IRIANTO LAMBRIE

fit. Peaa R
TRIEE CLORAT, S0 08 pgtutey Dace DECANLtAN

Ferata  RAGHA
AVRAM AsRAR CH Eﬂﬂ 0AN HAM %

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 19



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD (TIPE C)

SEKRETARIS
DPRD
[ 1
BAGIAN BAGIAN
BAGIAN
C>ZCZ HUKUM DAN PENGANGGARAN DAN
PERSIDANGAN PENGAWASAN

I S P |

SUBBAGIAN SUBBAGIAN
— ’ ! —. SUBBAGIAN

TATA USAHA DAN PERSIDANGAN DAN
KELOMPOK A PENGANGGARAN
JABATAN KEHUMASAN RISALAH
SUBBAGIAN

|| m%mmmmmmwwﬁo AN |_| PERUNDANG-UNDANGAN ﬁ SUBBAGIAN

KEUANGAN DAN ALAT KELENGKAPAN PENGAWASAN

DEWAN
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
Dw. f- LAORUN P60 Seetetals phetay
IRIANTO LAMBRIE

., ASSTEN NTA AN
6. IR0 10 150 Gt pren

- PeraLa gieo & .
TR (Lo, ¢ .G YUEUM Dan ofmaﬁws

3
AEMAN TAasaR , () %«Mﬂ_& aﬂnﬁﬁr %



Pasal 19
Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat

dilakukan pelantikan pejabat struktural.

Pasal 20
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

Drs. t-BAJBUN , MG  CRksTlAtl partad (_Z

s, Zaninnies #o,pag POSTN PRMERNTREA

nqé : ——A 5 %
TATRE etomat, ST, MG :&wfg ng ;g‘;& 1 p{/

traLa CAcAN

ASMAN. TAVRARL, G YREIN DAN  HAM
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GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara, perlu membentuk
Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakayat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.



BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan

Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Kalimantan Utara.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat

daerah yang  berkedudukan  sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu

Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi

Kalimantan Utara.

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara.

Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan



10.

11.

Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara nyata
tercantum dalam  susunan  organisasi yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam
pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian
dan/atau keterampilan.

Tenaga Ahli DPRD adalah seseorang yang dibutuhkan
untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi
dan/atau kelompok ahli/pakar DPRD berdasarkan
kriteria tertentu melalui hasil uji kepatutan dan
kelayakan sesuai kebutuhan dan spesifikasi keahlian

dan kepakarannya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

(1)

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 2

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan
administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas
dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris
DPRD, yang dalam melaksanakan tugasnya secara
teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan
DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



Paragraf 2

Tugas

Pasal 3
Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta
menyediakan dan mengoordinasikan Tenaga Ahli yang
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan

fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

pasal 3, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
provinsi;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
provinsi;

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD provinsi;

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD;

e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :

a. Sekretaris DPRD;
b. Bagian Umum, membawahkan :
1. Subbagian Tata Usaha dan Kehumasan; dan
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bagian Hukum dan Persidangan, membawahkan :
1. Subbagian Persidangan dan Risalah; dan
2. Subbagian Perundang-Undangan dan Alat
Kelengkapan Dewan.
d. Bagian Penganggaran dan Pengawasan,
membawahkan :
1. Subbagian Penganggaran; dan
2. Subbagian Pengawasan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran
vang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

BAB I1I
KEPEGAWAIAN

Pasal 6
Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan
Keputusan Gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD
setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi dari
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat

sesuai peraturan perundang-undangan.



(2) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Aparatur
Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris
DPRD melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan
perundang-undangan.

(3) Pejabat Fungsional pada Sekretariat DPRD diangkat dan
diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan vang berlaku.

BAB IV
JABATAN PADA SEKRETARIAT DPRD

Pasal 7
(1) Sekretaris DPRD merupakan jabatan eselon Ila atau
jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2} Kepala Bagian merupakan jabatan eselon Illa atau
jabatan administrator.
(3) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon [Va atau

jabatan pengawas.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat
DPRD berkoordinasi dengan :
a. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara;
b. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
c. lembaga/organisasi yang terkait dengan Sekretariat
DPRD baik nasional maupun internasional, dan
d. unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di dalam

dan di luar Sekretariat DPRD.



Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD

harus menyusun :

a. peta bisnis proses yang mengambarkan tata hubungan
kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Sekretariat
DPRD; dan

b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan
uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan
Sekretariat DPRD.

Pasal 10
Setiap unit kerja membantu Sekretaris DPRD dalam

melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional

dalam melaksanakan tugasnya wajib :

a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi,
dan kerja sama yang baik di lingkungan internal dan
eksternal Sekretariat DPRD;

b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan

c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya

kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 12
Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD
bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk

pelaksanaan tugas bawahan.



Pasal 13
Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya
dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan
menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya :

a. wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan pimpinan
perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja dengan Sekretariat DPRD; dan

b. Wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai
bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk

memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16
Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya
Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.



(1)

(2)

(3)

(5)

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17
Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara dapat disesuaikan kembali, apabila
terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan,
kemampuan, kebutuhan dan beban kerja serta analisis
jabatan.
Apabila terjadi perubahan Nomenklatur terhadap
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
vang diakibatkan dari perubahan Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah yang berhubungan Penataan
Organisasi dapat ditinjau kembali dan disesuaikan
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Penjabaran tugas dan fungsi jabatan struktural diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Uraian tugas Jabatan Struktural diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Gubernur,
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan
Gubernur ini sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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Pasal 19
Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat

dilakukan pelantikan pejabat struktural.

Pasal 20
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
/

IRTANTO LAMBRIE
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Pasal 19
Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat

dilakukan pelantikan pejabat struktural.

Pasal 20
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur  ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 20p4

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRTANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVJNSI KALIMANTAN UTARA,

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 19

11



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD (TIPE C)

SEKRETARIS
DPRD
[ |
BAGIAN BAGIAN
i HUKUM DAN PENGANGGARAN DAN
PERSIDANGAN PENGAWASAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
L L - SUBBAGIAN
TATA USAHA DAN PERSIDANGAN DAN
KELOMPOK PENGANGGARAN
D KEHUMASAN RISALAH
SUBBAGIAN
[T oLt s | | PERUNDANG-UNDANGAN | | SUBBAGIAN
DAN ALAT KELENGKAPAN PENGAWASAN
KEUANGAN i

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR19 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD (TIPE C)

SEKRETARIS
DPRD
| 1
BAGIAN BAGIAN
ﬂ»%mﬂ HUKUM DAN PENGANGGARAN DAN
PERSIDANGAN PENGAWASAN
i AR RN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
] SUBBAGIAN
TATA USAHA DAN PERSIDANGAN DAN !
x.w%%ﬁ%ﬂx J o 1 s PENGANGGARAN
‘ SUBBAGIAN
L " e AN | | PERUNDANG-UNDANGAN | SUBBAGIAN
DN AN DAN >§,W mﬂwﬂzm@gz PENGAWASAN
Diundangkan di Tanjung Selor GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
pada tanggal 28 November 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd
IRTANTO LAMBRIE
BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 19



